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Abstrak  
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menyoroti pada implementasi Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintahan Desa. 
Pelaksanaan kegiatan berlangsung Aula Kantor Kampung Sereh Kecamatan Sentani Kabupaten 
Jayapura dengan metode sosialisasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya direspon baik oleh 
Pemerintah Kampung Sereh, hal ini dapat dilihat dari partisipasi aparat kampung yang hadir 
dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga tujuan kegiatan dapat dicapai. Kedua, Aparat Kampung 
yang mengikuti kegiatan mengakui mendapat pengetahuan terkait dengan tugas, fungsi dan 
kedudukannya dalam melaksanakan tanggungjawab mereka di masyarakat Kampung Sereh. 
Rekomendasi, perlu terus dilakukan pendampingan baik oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Kampung, dinas terkait dan pihak perguruan tinggi kepada aparat kampung dalam pelaksanaan 
tugas, fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan  budaya lokal di Kampung Sereh, Distrik Sentani, 
Kabupaten Jayapura. 
 
Kata kunci: Sosialisasi, Susunan, Tata Kerja, Pemerintahan Desa 
 
Abstract 
 
This Community Service activity highlights the implementation of the Minister of Home Affairs 
Regulation Number 84 of 2015 concerning the Structure and Work Procedure of the Village 
Government.  The implementation of the activity took place at the Sereh Village Office Hall, Sentani 
District, Jayapura Regency using the socialization method. The results of this activity show that 
there is a good response from the Sereh Village Government, this can be seen from the participation 
of village officials who are present in participating in this activity, so that the objectives of the 
activity can be achieved. Second, the village officials who participated in the activity admitted that 
they gained knowledge related to their duties, functions and positions in carrying out their 
responsibilities in the Sereh Village community. Recommendations, it is necessary to continue to 
provide assistance both by the Village Community Empowerment Agency, related agencies and 
universities to village officials in the implementation of their duties, functions and positions in 
accordance with applicable laws and regulations and adapted to community conditions and local 
culture in Sereh Village, Sentani District, Jayapura Regency. 
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PENDAHULUAN 
Lembaga pemerintahan yang berada paling bawah dalam sistem pemerintahan 

Indonesia adalah desa. Desa atau dikenal dengan istilah kampung di wilayah Papua 
(Yumame et al., 2022; Ilham et al., 2020) menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dapat desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Hakikatnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai 
unsur pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga 
Pemerintah Desa memiliki urusan yang merupakan tugas bagi pemerintahan, seperti 
halnya; urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan 
kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk 
organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki oleh 
pemerintahan Desa (Zainudin, 2016). 

Berbicara mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 dijelaskan 
bahwa “Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam 
kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja”. Dalam 
menjalankan pemerintahan desa, dimana kepala desa dibantu oleh perangkat desa.  
Perangkat desa yang dimaksudkan adalah Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan;dan 
Pelaksana Teknis. 

 Adapun Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah  Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris Desa berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala 
Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala urusan berkedudukan sebagai 
unsur staf sekretariat.  Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa  dalam urusan 
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala seksi 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala 
Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya 
berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu 
Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya (Permendagri Nomor 84 Tahun 
2015). 

Kemudian, dijelaskan pula dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 bahwa 
Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa 
yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. Desa Swasembada wajib memiliki 3 
(tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 
(tiga) seksi. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. Berangkat dari 
penjelasan sebelumnya, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini akan 
lebih menyoroti pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2015 Tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintahan Desa. 

Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang baik 
bagi perangkat desa/kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tata 
kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata kerja 
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pemerintahan Kampung yang luarannya dapat dimuat di jurnal atau media massa yang 
dapat memberi informasi bagi penyelenggara pemerintah desa, atau pada konteks 
Papua disebut kampung. 

METODE PENGABDIAN 
Suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat maka tentunya penting 

adanya suatu metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan (Ilham et al., 2020). 
Dengan metode ini akan menjadi alat agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat 
tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Renyaan, 2022; Gainau et al., 2023). 
Olehnya itu, pelaksanaan kegiatan ini adapun metode yang digunakan sebagai 
landasan pelaksanaan kegiatan adalah metode sosialisasi, hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran pengetahuan dan wawasan (Idris et al., 2020) terkait dengan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015. 

Selanjutnya, sosialisasi atau penyuluhan sebagai suatu kegiatan yang memiliki 
tujuan untuk mendidik tentang sesuatu kepada individu ataupun kelompok, 
memberikan pengetahuan, serta informasi-informasi dan berbagai kemampuan 
sehingga dapat membentuk sikap perilaku hidup yang semestinya. Pada hakikatnya 
sosialisasi ini dilakukan sebagai suatu kegiatan nonformal dalam rangka merubah 
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya sebagaimana yang 
dicita-citakan (Ahmad, dalam Ohoiwutun, 2024). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa/Kampung.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.  

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
 (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015)  

 
2. Pembukaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Aula Kantor 
Kampung Sereh Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura pada hari Selasa, 16 Juli 2014 
jam 10.00-12.15 WIT. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh  Kepala Kampung  Sereh 
Bapak Steven Eluay., SE bersama  19 (Sembilan belas) aparat kampung dan 6 (enam) 
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orang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Uncen yang sedang melakukan 
Praktek di Kampung Sereh. 

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Implementasi Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang  Susunan dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa” dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada aparat kampung dengan tim pemateri  
yaitu Dr. Hiskia Sapioper., S.Sos., M.Si dan Dr. Renida Jozelina Toroby., S.Sos., M.Si. 
Acara  kegiatan sosialisasi ini di awali dengan doa dan selanjutnya di buka oleh kepala 
Kampung Sereh (gambar 2). 

 

 
Gambar.2 

Pembukaan Kegiatan Sosialisasi 
Permendagri No.84/2015 oleh Kepala Kampung Sereh.  

3. Penyampaian Materi 
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 oleh pemateri pertama yaitu Dr. Hiskia CM. 
Sapioper. Materi sosialisasi ini adalah materi power point dan bersifat  informasi 
tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disampaikan kepada aparat 
pemerintah kampung dengan memperlihatkan struktur organisasi pemerintah 
kampung yang dimulai dari uraian kerja tugas, fungsi  dan  kewajiban serta kedudukan 
Kepala Kampung sesuai pasal 2 dan pasal 6  Peraturan Menteri Dalam Negeri, juga 
dilanjutkan dengan penjelasan informatif tentang tugas dan fungsi  Sekretaris kampung 
yang membawahi 3 (tiga) kepala urusan seperti yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 7 
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. 

Materi berikut dilanjutkan oleh pemateri kedua Dr. Renida Jozelina Toroby yang 
menguraikan informasi kepada aparat kampung  tentang tugas dan  fungsi kepala -
kepala seksi  sesuai struktur dan tata kerja yang diatur dalam pasal 9, dan dilanjutkan 
dengan penyampaian tugas, fungsi dan kedudukan kepala kewilayahan sesuai pasal 10 
Permendagri nomor 84 tahun 2015 (gambar 3). 
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Gambar 3. 

Penyampaian Materi oleh Pemateri 1 dan 2  
Dr. Hiskia CM. Sapioper dan Dr. Renida Jozelina Toroby. 

 
Kegiatan ini diikuti dengan baik oleh Kepala Kampung dan aparatur Pemerintahan  

Kampung Sereh (gambar 4). Setelah selesai penyampaian materi sosialisasi oleh 
pemateri kedua, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta terkait dengan 
pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan dari aparat kampung. 

 

 
Gambar 4.  

Peserta Kegiatan Sosialisasi 
Kegiatan ini turut diikuti oleh Kepala Kampung (desa)  

4. Penutup 
Sebagai kegiatan penutup dalam sosialisasi ini, dilakukan penyerahan Baliho 

Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Sereh, materi sosialisasi 
berupa power point dan buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa/Kampung yang diserahkan 
oleh pemateri pertama dan kedua kepada Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., 
SE. Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penyerahan Baliho Struktur organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Kampung Sereh, materi sosialisasi berupa power point dan buku 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan 
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tata kerja Pemerintah Desa/Kampung yang diserahkan oleh pemateri pertama dan 
kedua kepada Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., SE (gambar 5). 

 
Gambar. 5 

Penyerahan Baliho Struktur Kampung dan materi kegiatan kepada Kepala 
Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., SE, dan Penyerahan Baliho  Kepala 

Pelaksanaan Kewilayahan Kampung 
 

Kegiatan dilanjutkan dengan ucapan terimakasih oleh kepala kampung atas 
kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pemateri dari Pasca Sarjana Magister 
Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih di Kampung Sereh dan  foto bersama 
pemateri pertama dan kedua, Kepala kampung dan peserta kegiatan dilanjutkan dengan 
doa penutup oleh Bapak John Suebu (Ketua RW 01 Kampung  Sereh). 

 
Gambar 6. 

Foto Bersama dengan Peserta Kegiatan 
Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2025 

tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintah Desa ini dianggap penting oleh Pemerintah 
Kampung Sereh sehingga kedepannya  oleh Pemerintah Kampung diharapkan ada 
kelanjutannya yang harus dilakukan oleh pihak pemateri, yaitu: 

1) Penyampaian materi sosialisasi serupa terkait dengan tugas aparat kampung 
yang ada di dalam Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) di Kampung 
Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. 
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2) Perlunya pendampingan bukan saja dari Badan Pemberdayaan Kampung 
Kabupaten Jayapura tetapi  juga ada pendampingan yang dilakukan oleh pihak 
perguruan tinggi kepada pemerintah Kampung Sereh. 

 
SIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan 
dalam bentuk sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 ini 
sebagai berikut: 

Pertama, kegiatan sosialisasi ini secara keseluruhan direspon baik oleh 
Pemerintah Kampung Sereh, hal ini dapat dilihat dari partisipasi aparat kampung yang 
hadir dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga tujuan kegiatan dapat dicapai. Kedua, 
Aparat Kampung yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini mengetahui dan 
mendapat pengetahuan terkait dengan tugas, fungsi dan kedudukannya dalam 
melaksanakan tanggungjawab mereka di masyarakat Kampung Sereh. 

Dengan melihat tanggapan dari aparat kampung dalam kegiatan ini, disarankan 
agar perlu adanya kegiatan edukasi seperti ini yang berlanjut terus kepada aparat 
Kampung karena masa kerja mereka yang dibatasi dengan waktu sehingga ketika ada 
pergantian aparat mereka dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus 
dilakukan kepada masyarakat kampung. Perlu terus dilakukan pendampingan baik oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dinas terkait dan pihak perguruan tinggi 
kepada aparat kampung dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan mereka sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat dan  budaya lokal di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.  
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